
groforestry and Forestry in Sulawesi: 
Linking Knowledge with Action (AgFor 

Sulawesi) adalah sebuah proyek yang berupaya 
meningkatkan mata pencaharian yang adil dan 
berkelanjutan dengan bersumber dari agroforestri 
dan kehutanan, bagi masyarakat pedesaan di 
Sulawesi. Dirintis tahun 2011, AgFor Sulawesi bekerja 
sa m a  d e n ga n  m a sya ra kat  l o ka l ,  ke l o m p o k 
masyarakat,  pemerintah daerah,  organisasi 
lingkungan dan pelestarian, dan lembaga pendidikan 
dalam mencapai tujuannya.
 AgFor Sulawesi berusaha mengembangkan 
kapasitas masyarakat  desa dan  pemangku 
kepentingan dengan mengikut sertakan kelompok 
etnis marjinal dan mendukung kesetaraan gender. 
Wilayah kerja AgFor Sulawesi saat ini meliputi 
Kabupaten Bantaeng dan Bulukumba di Sulawesi 
Selatan serta Kabupaten Kolaka Timur dan Konawe di 
Sulawesi Tenggara.
 Kegiatan AgFor Sulawesi menitikberatkan pada 
tiga komponen yang saling terkait: komponen mata 
pencaharian, tata kelola, dan lingkungan. 
 Di komponen mata pencaharian, AgFor Sulawesi 
mengadakan studi dasar di tahun 2012 di empat 
kabupaten wilayah kerja proyek. Salah satu hasil studi 
dasar mengungkapkan jenis-jenis tanaman yang 
menjadi prioritas petani, di antaranya adalah kakao 
(cokelat), durian, cengkeh, karet, pala, merica, dan 
kopi. Informasi ini dijadikan landasan untuk 
menentukan pelatihan yang tepat bagi petani. 
 AgFor Sulawesi kemudian bekerja sama dengan 
petani untuk membangun pembibitan tanaman. 

Pembibitan selain menghasilkan bibit tanaman 
unggul guna memenuhi kebutuhan petani, kelak 
dapat dikembangkan menjadi usaha komersil 
pemasok bibit unggul bagi daerah setempat. Tidak 
hanya itu, pembibitan juga menjadi tempat belajar di 
mana staf AgFor Sulawesi dan petani berbagi ilmu 
dan mempraktikkan pengetahuan seperti teknik 
perbanyakan vegetatif, pembuatan pupuk organik, 
dan pengelolaan kebun campur.
 Pengembangan kapasitas petani turut dilakukan 
melalui kegiatan studi banding dan Sekolah Lapang. 
Kelompok tani binaan asal Sulawesi Tenggara 
mengunjungi Substation Penelitian Kakao di Kendari 
untuk melihat kebun contoh yang dikelola oleh Dinas 
Perkebunan dan Hortikultura.  Sedangkan kelompok 
binaan di Sulawesi Selatan belajar ke kebun contoh 
PT. Mars di Kabupaten Luwu dan Luwu Timur untuk 
memahami teknik sambung samping kakao, 
pembuatan kompos, pemangkasan, dan pengelolaan 
kebun yang baik. 
 "Jujur saja pemangkasan dan sambung pucuk 
kakao adalah pengetahuan baru bagi kami," ujar 
Zainuddin, petani dari Kelurahan Onto, Bantaeng 
yang ikut berkunjung ke Luwu. "Ini  sangat 
bermanfaat, dan Insya Allah, mudah-mudahan 
pengalaman yang didapat akan kami terapkan ketika 
kami pulang ke kampung," tambahnya.
 Selain penerapan pengetahuan yang didapat, 
diharapkan petani juga berkomitmen untuk 
membagi pembelajaran kepada rekan petani. 
Sejak April 2013, AgFor Sulawesi melalui kegiatan 
Sekolah Lapang memfasilitasi petani agar dapat 
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karenanya harus rela antri untuk memperoleh 
BLSM. Gemerlap kehidupan kota sama sekali tak 
mampu mereka cicipi. Kemajuan ekonomi tidak 
mampu menetes ke kehidupan mereka. Akses 
mereka untuk menikmati kehidupan yang layak 
terkunci dengan rapat, hampir tanpa celah. Hidup di 
jalanan hanyalah pilihan terakhir untuk sekedar 
bisa bertahan hidup.
 Namun cara pandang berbeda juga bisa 
digunakan untuk menjelaskan eksistensi mereka. 
Bahwa mereka sesungguhnya simbol dari keuletan, 
kerja keras, daya juang, kegigihan, semangat untuk 

bertahan hidup, dan kemampuan untuk menerima 
segala bentuk hinaan. Kehidupan jalanan yang keras 
telah menempa mereka untuk bertumbuh menjadi 
pribadi yang kuat dan mandiri. Mereka selalu punya 
cara untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka, 
atau mungkin tepatnya, memanfaatkan setiap 
peluang untuk sekedar bisa bertahan hidup. Ini bisa 
dipandang sebagai sebuah kecerdasan alamiah.
 Satu-satunya yang patut disyukuri adalah 
fakta bahwa sebagian besar dari mereka masih bisa 
tetap bersekolah. Pendidikan, sebagai salah satu hak 
dasar manusia, masih sanggup menjangkau mereka, 
meski tidak ada jaminan bahwa pendidikan dengan 
level yang lebih tinggi akan tetap dapat mereka 
nikmati. Mereka masih masuk dalam database 
pendidikan gratis, pendidikan bersubsidi, atau 
apalah namanya. Mereka masih bisa sedikit 
berbangga karena masih mengenakan seragam 
dengan lambang osis yang terpasang di dada. 
Sepertinya, hanya itu kebanggaan yang masih 
tersisa, dan karena itu, mereka berusaha untuk 
merawatnya sampai pada batas dimana mereka 
tidak sanggup lagi mempertahankannya karena 
derita kemiskinan.
 Dalam kondisi seperti itu, eksistensi negara 
mulai dipersoalkan. Sebab, di dalam konstitusi 
(baca: UUD 45) disebutkan secara tegas bahwa fakir 
miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. 
Sebuah niat suci yang tidak dibarengi dengan 

tindakan nyata. Negara seringkali lalai dan alpa 
untuk mengurusi nasib mereka. Keberadaan mereka 
hanya sesekali dilirik oleh para politisi yang sibuk 
berebut kekuasaan pada perhelatan pemilu, pilpres, 
pilkada, dst. Mereka dengan terpaksa menyimak 
d e n ga n  k h i d m at  ja n j i  " a n g i n  su rga "  ya n g 
dihembuskan ke telinga mereka, karena setelahnya 
mereka memperoleh balas jasa berupa sebungkus 
mie instan atau selembar kaus oblong atau sarung 
lebaran atau sesekali uang pecahan Rp 10.000 
sebanyak dua lembar dalam amplop yang 
bergambar “tokoh politik”. Setelah perhelatan usai, 
seperti lazimnya, mereka kemudian diabaikan dan 
dicampakkan. Namun mereka tidak protes, karena 
mereka sangat yakin bahwa pada perhelatan 
berikutnya mereka pasti dikunjungi kembali, sambil 
berharap nilai balas jasa yang sedikit lebih besar.
 Mereka adalah sekumpulan orang yang 
tersisih dari “rasa manis” pembangunan. Mereka 
adalah sekerumunan orang yang terpinggirkan dari 
“derai-tawa” kesejahteraan. Oleh karena itu, mereka 
perlu digeser posisinya ke level yang memungkin-
kan mereka dtempatkan sebagai “manusia” dalam 
sebuah perabadan tanpa derita ekstrim kemiskinan. 
Sebab, kemiskinan, sebagaimana dikatakan oleh 
Nelson Mandela adalah buatan manusia dan karena 
itu, seharusnya bisa dientaskan oleh tindakan 
manusia. Memulainya harus dengan kepedulian 
dari semua orang yang meyakini bahwa kehidupan 
sosial yang lebih baik hanya dapat terwujud dalam 
situasi ekonomi yang berlangsung lebih eqaliter. 
Percayalah, bahwa sumbu utama terjadinya 
b e r b a g a i  g e j o l a k  s o s i a l  a d a l a h  m a s a l a h 
ketimpangan, kecemburuan sosial, kemelaratan, 
ketidakadilan, dan sejenisnya. Saya kira, anda, saya, 
dan kita semua tidak ingin hidup dalam situasi 
dimana gejolak sosial terus mewarnai kehidupan 
keseharian kita dan membuat tidur kita tidak bisa 
sepenuhnya pulas karena terus terjaga oleh 
ketakutan, atau mungkin, perasaan bersalah.

Dalam kondisi seperti itu, 
eksistensi negara mulai 
dipersoalkan. Sebab, di 
dalam konstitusi disebutkan 
secara tegas bahwa fakir 
miskin dan anak terlantar 
dipelihara oleh negara.

Kemiskinan, sebagaimana 
dikatakan oleh Nelson 
Mandela adalah buatan 
manusia dan karena itu, 
seharusnya bisa dientaskan 
oleh tindakan manusia.
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emenanjung Kepala Burung Papua berlokasi tepat di tengah Coral 
Triangle (CT) di tenggara Indonesia, meliputi wilayah lebih dari 
22,5 juta hektar laut dan pulau-pulau kecil di Papua Barat.

 Kepala Burung Papua juga dikenal sebagai daerah yang keragaman 
hayati tertinggi  di dunia mencakup beragam jenis karang, ikan, dan 
terumbu. Daerah ini juga diketahui sebagai pusat global keragaman hayati 
ekosistem perairan laut dangkal.
 Wilayah laut ini meliputi beragam habitat, termasuk Teluk 
Cendrawasih, hingga laguna, terumbu atol di Raja Ampat dan mangrove – 
yang didominasi pesisir, sungai, dan aliran di Teluk Bintuni.
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belajar dari ahlinya. Berangkat dari daftar jenis 
tanaman prioritas, AgFor Sulawesi mengundang ahli 
cengkeh, merica, kopi, dan kakao untuk berbagi 
pengalaman dengan para petani di desa binaan. 
S e k o l a h  L a p a n g  b e r u s a h a  m e n i n g k a t k a n 
pengetahuan petani akan pengelolaan kebun 
campur, memperkaya jaringan informasi para petani, 
dan mempersiapkan petani unggul yang akan 
menjadi rujukan informasi bagi petani lainnya. 
Dengan ini, maka keberlanjutan proyek akan terjaga 
walau proyek AgFor Sulawesi berakhir. 
 Selanjutnya, agar pengetahuan dapat dinikmati 
secara lebih luas dan tidak terbatas hanya oleh petani 
di daerah binaan, AgFor Sulawesi bermitra dengan 
Radio Republik Indonesia (RRI) Makassar dan 
Kendari. Informasi teknis dari nara sumber Sekolah 
Lapang dan pertanyaan-pertanyaan dari petani 
diramu menjadi materi yang kemudian mengudara di 
program Siaran Pedesaan.  
 Di bidang pemasaran, AgFor Sulawesi berpartner 
dengan Lembaga Pengabdian dan Penelitian 
Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin dalam 
mengadakan pelatihan dasar pemasaran dan 
wirausaha di Bantaeng dan Bulukumba. Pelatihan 
pemasaran memperkenalkan petani agar mulai 
membuka perspektif dan beralih dari pola pikir 
'menjual apa yang ditanam' menjadi 'menjual apa 
yang dibutuhkan pasar'. Pelatihan  juga menekankan 
pada petani agar memandang kebun mereka sebagai 
sebuah bisnis skala kecil yang berandil pada 
penghidupan mereka. 
 Pada komponen tata kelola, tim AgFor Sulawesi 
bekerja sama dengan organisasi lokal, Balang, 
mengadakan workshop tata guna lahan partisipatif, 
mengidentifikasi, dan memfasilitasi isu-isu Hutan 
Desa dan Hutan Kemasyarakatan. Melalui kolaborasi 
dengan pemerintah daerah Bulukumba dan Aliansi 
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), AgFor Sulawesi 
aktif mengakomodasi pengajuan Rancangan 
Peraturan Daerah (Ranperda) yang memberikan 
status masyarakat Tana Toa sebagai masyarakat adat 
dan hak atas teritori adat. Sebuah workshop 'Refleksi 
Perda Hutan Adat Kajang' yang diinisiasi bersama 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bulukumba 
digelar di Balai Adat Ammatoa pada bulan Juni 2013. 
Workshop tersebut memusyawarahkan Ranperda 
yang mengatur status Hutan Produksi Terbatas di 
Tana Toa, yang semestinya menjadi hak masyarakat 
adat dan bukan berada dalam kekuasaan negara. 
 Sebenarnya, gagasan Ranperda telah diajukan 
sejak 2008, namun realisasinya mengalami berbagai 
kendala. Melalui workshop refleksi, para pihak 
sepakat untuk merampungkan Ranperda secepat 
mungkin. Sebagai tindak lanjutnya,  Desember lalu,  
workshop  susulan  diadakan untuk mendiskusikan 
isi naskah Ranperda kepada pihak terkait, termasuk 

para pemangku adat Tana Toa. Diharapkan isi 
rancangan dapat  segera difinalisasi ,  untuk 
selanjutnya ditelaah oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Bulukumba, sebelum di tahbiskan sebagai 
Peraturan Daerah. 
 Sementara di komponen lingkungan, AgFor 
S u l awes i  m e n ge m b a n g ka n  s e b u a h  m e to d e 
p e n g kaj i a n  ke re nt a n a n  b e r n a m a  C a p a c i t y 
Strengthening Approach to Vulnerability Assessment 
(Casava) .   Metode Casava dirancang untuk 
memahami hubungan sebab akibat antara ancaman, 
kapasitas, dan dampak guncangan yang terjadi. 
Pemahaman masyarakat terhadap kerentanan yang 
dimiliki akan membantu mereka dalam memperkuat 
kemampuan beradaptasi. 
 Pengumpulan data Casava dimulai sejak akhir 
2012, dan dilakukan melalui pengamatan di 
lapangan, diskusi kelompok, wawancara dengan 
informan, serta studi literatur. Hasil temuan Casava 
diformulasikan dalam bentuk cluster profile, yang 
bulan Desember lalu telah didiseminasikan di empat 
kabupaten cakupan proyek AgFor Sulawesi, untuk 
dijadikan dasar penyusunan strategi penghidupan 
dan konservasi. 
 AgFor Sulawesi menyadari bahwa dukungan dan 
komitmen pemerintah daerah sangat penting untuk 
mendukung keberhasilan proyek. Oleh karena itu 
koordinasi kerap dilakukan untuk memastikan 
pemerintah daerah terlibat dan berkontribusi dalam 
pelaksanaan kegiatan. "Kami mengganggap AgFor 
Sulawesi sebagai mitra kerja. Jadi kami saling 
mendukung dalam melakukan suatu aktivitas," kata 
Ir. Misbawati A. Wawo, MM, Kepala Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Bulukumba. "Kami membangun 
koordinasi dan kerjasama yang baik, dan mendukung 
AgFor untuk melaksanakan kegiatannya di 
Bulukumba. Kami (pemerintah daerah) juga 
mengambil peran dengan menganggarkan melalui 
APBD kami terhadap kegiatan-kegiatan yang 
didukung AgFor Sulawesi," pungkasnya. 
 Berbagai kegiatan dan pencapaian yang diraih di 
tahun 2013 memberikan suntikan semangat bagi tim 
AgFor Sulawesi untuk lebih giat berkarya. "Kami 
sangat senang dengan hasil yang telah dicapai, tapi 
ini hanyalah permulaan. Kami percaya bahwa kami 
akan mencapai hasil yang lebih baik lagi," ujar James 
M. Roshetko, Senior Project Leader AgFor Sulawesi. 
 Tahun ini, AgFor Sulawesi akan memperluas 
kegiatannya ke tiga kabupaten baru masing-masing 
di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, serta ke 
provinsi Gorontalo.
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